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Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memilé# hsasi
sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia athakplain yang boleh
merampas hak tersebuSebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia daokukepentingan
Hak Anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkajakalalam kandungan.
Hak dasar anak adalah untuk memperoleh perlindubgaéndari Orang tua,
Masyarakat dan Negara. Memperoleh pendidikan, némjekesehatan dan
kesejahteraan merupakan sebagian dari hak-hak daadnan perlindungan
hak anak tersebut sesuai dengan nilai-nilai Padacakin tujuan negara
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 4 %éhingga perlu
dilakukan berbagai upaya untuk memberikan pembirdsam perlindungan
terhadap anak, baik menyangkut kelembagaan mauptengkat hukum
yang lebih memadai.

Dalam berbagai upaya pembinaan dan perlindungaeletr sering
dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalasganaleat yang
kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dilgda anak itu sendiri.
Bahkan lebih dari itu, terdapat anak yang melakuserbuatan melanggar
hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomm dsamping itu

terdapat pula anak, yang karena satu dan lain idak tmempunyai

Yrsan Koesparmondjukum Perlindungan Analdakarta: UPN, 2006, him. 2.
2 Irsan Koesparmondbid, him. 20.



kesempatan memperoleh perhatian baik secara fialpon tidak sengaja
sering juga anak melakukan tindak pidana.

Menurut survey yang dilakukan oleh UNICEF Indongsgdih dari
4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan s¢dipnnya atas kejahatan
ringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidendapatkan
dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Mdk& mengherankan,
kebanyakan dari mereka ini akhirnya dijebloskapdrjara. Dan yang begitu
memprihatinkan, mereka ini seringkali disatukan g#mn orang dewasa
karena kurangnya alternatif terhadap hukuman pehjar

Mereka ditempatkan dalam posisi yang penuh bahayarumus ke
dalam penyiksaan dan kekerasan oleh narapidanasdedea aparat penegak
hukum. Hukum itu sendiri tidak banyak membantu dadep perkembangan
jiwa anak dan telah menyimpang dari eksistensingmdisi terkait
dibentuknya hukum itu, karena hukum itu tidak madingi hak anak
sepenuhny&.Meskipun Pemerintah Indonesia telah mengesahkatartdn
Undang Pengadilan Anak pada tahun 1997 (UU No.Hind997), undang-
undang ini belum ditindaklanjuti dalam proses papannya.

Berbicara mengenai anak menjadi sesuatu yang pekdirena anak
merupakan potensi nasib manusia hari mendatangekadah yang ikut
berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus ceikaip hidup bangsa

pada masa mendatang. Perhatian terhadap anak dirdalai pada akhir

8 Jurnal Penelitian oleh Purnianti, Mamik Sri Supaterta Ni Made Martini Tinduk
dari Departemen Kriminologi, Fakultas Iimu SosiahdImu Politik, Universitas Indonesia
yang didukung oleh UNICEF tentari\nalisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak
(Juvenilg Justice System) Di Indonesialm. 1.

Ibid.



abad ke-19, dimana anak dijadikan sebagai objelg y@ipelajari secara
ilmiah. Hal ini dapat dilihat dari mulai berkembauwyg beberapa penelitian
tentang kehidupan dan psikologi ariak.

Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, anak-
dikategorikan sebagai kelompok yang rentaninerable groups disamping
kelompok rentan lainnya seperti: pengungsfugeey pengungsi dalam
negeri {nternally displaced persoips kelompok minoritas national
minoritiey, pekerja migrant nigrant worker¥ penduduk asli pedalaman
(indigenous peopl@sian perempuampmen.®

Di dalam perspektif kerangka Konvensi Hak Anak (K #erdapat
sekelompok anak yang disebut dengan anak-anak daiarasi khusus
(children in need of special protection/CNSRlengacu pada Komite Hak
Anak PBB, terdapat kelompok anak yang termasukgkatgersebut yaitu
anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan aakk-gang
diidentifikasi masuk dalam kelompok dengan kondigang tidak
menguntungkan ini diantaranya adalah anak-anakdpémjard.

Seperti halnya dalam negara hukum Indonesia atanpgara-negara
lainnya. Terhadap anak yang melakukan tindak pidaga akan dikenakan
sanksi. Hal semacam ini tidak bisa dilepaskan lenmeemidanaan (sanksi

atau hukuman) merupakan unsur dari hukum pidanasetudiri. Namun,

® Dr. Wagiati Soetodjo, SH., M.SHukum Pidana AngkBandung: PT. Refika
Aditama, 2006, him. 6.

® Willem Van Genugten J.D dalam Iskandar Hose®erlindungan Terhadap
Kelompok Rentan (Wanita, Anak-Anak, Suku Terasiijgdalam perspektif HAMMakalah
dalam Seminar Pembangunan Hukum VIII, http://wwwimonline.com, diakses pada
tanggal 31 Oktober 2011 pukul 21.25 WIB.

" Willem Van Genugten J.Dibid.



apabila berbicara mengenai pemidanaan anak serirninthulkan

perdebatan yang panjang, karena masalah ini merapéopsekuensi yang
sangat luas, baik menyangkut diri anak itu sendoelaku) maupun
masyarakat.

Menurut hukum positif (KUHP), tindak pidana yanitakukan anak
sama dengan yang dilakukan oleh orang dewasa. &denpenyidikannya
mengikuti penyidikan orang dewasa sebagaimana gegr jika tersangka
khawatir melarikan diri dan menghilangkan barangtibulika kriteria
tersebut dipenuhi, maka tindakan penahanan diangghf) Hal ini jelas
sekali menjadi persoalan tersendiri, mengingat amekniliki kekhususan
dalam proses peradilan dan pemberian sanksi hukanidaiam penjatuhan
pidana terhadap anak ini harus sesuai dengan pamrgterundang-undangan
yang berlaku, baik mulai dari penangkapan, pemaasiks penahanan dan
penghukuman bagi seorang anak.

Berbeda halnya dengan hukum pidana Islam, seoralgtalak akan
dikenakan hukumahad karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak
ada beban tanggung jawab hukum terhadap seorakgtasausia berapapun
sampai dia mencapai usia dewadmlifh), hakim hanya berhak untuk

menegur kesalahannya atau menetapkan beberapatpsarbaginya yang

8 http://www.angelfire.com/Kejahatan Anak Tanggung Jawab Siapatliakses
pada tanggal 31 Oktober 2011 pukul 22.50 WIB.



akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya rdambuat
kesalahan di masa yang akan datang.

Bila kita mengacu pada Pasal 45 KUHP mengenairkai@an usia
anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan &akezjahatan yang
dilakukannya adalah bila anak tersebut telah mezicapia 16 tahuf
Sedangkan bila kita melihat pada Undang-Undang3Nahun 1997 tentang
Peradilan Anak, Pasal 4 yang menetapkan batasnalayang dapat dijatuhi
hukuman atau sanksi pidana sangatlah berbeda. Daksal tersebut
diterangkan bahwa batas umur anak nakal yang dapgtkan ke
persidangan adalah sekurang-kurangnya berumur Bp@® tahun tapi
belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan betunap kawirt!

Pemerintah Indonesia sebagai anggota PBB, mempleyeajiban
dalam menjalankan Konvensi Hak Anak (KHA) yang letiisahkan oleh
PBB sebagai langkah bersama untuk melindungi kemgnt dan hak anak-
anak di seluruh dunia. Untuk itulah, pemerintaholmekia meratifikasi KHA
melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Selain UU Ndaldun 1997 tentang
Pengadilan Anak, pemerintah juga menerbitkan UUSN@hun 1998 sebagai
ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan ®erlakuan atau
Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi ataerdvidahkan

Martabat Manusia. Kemudian, Pemerintah juga memagedn UU No. 39

® Abdurrahman 1. DoiTindak Pidana dalam Syari'at Islgnditerjemahkan oleh H.
Wadi Masturi, S.E. & Drs. H. Basri Iba Asghaffghari’ah the Islamic Lam] Cet. ke-1,
Jakarta: Rineka Cipta, 1992, him. 16.

1 Lihat KUHP, BAB Il Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangtau
Memberatkan Pidanalrinity, him. 17.

1 |ihat UU No 3 tahun 1997 Tentang Perlindungan Andékarta: Sinar Grafika,
him. 5.



tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan yangngalaru dan
merupakan langkah maju, adalah ditetapkannya UU 28.tahun 2002
tentang Perlindungan Andk. Semua instrumen hukum nasional itu
dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungak+ifak anak secara
lebih kuat ketika mereka berhadapan dengan hukum hdaus menjalani
proses peradilal?

Namun, instrumen-instrumen tersebut ternyata balampu untuk
menjawab atas ketidakharmonisan penyelesaian prpseadilan yang
dihadapi anak, baik ketika anak berurusan dengdisi,ppenuntut umum,
maupun ketika anak menjalani sidang pengadilan.tadBa dan konsep
tentang usia anak dan pertanggungjawaban pidaryamgaberbeda pada tiap
instrumen perundang-undangan yang menangani pegketa adalah salah
satu contoh nyata betapa penanganan terhadap aaal mMengalami
ketidakberesan.

Pengklasifikasian umur akan menentukan dapat tidalgeseorang
dijatuhi hukuman serta dapat tidaknya suatu tindgkdana
dipertanggungjawabkan kepadanya dalam lapangand&megean. Secara
umum Kklasifikasi yang ingin ditonjolkan sebagaii idalam persoalan ini
(masalah usia bagi pertanggungjawaban pidana) aebhen adalah
kedewasaan atau kalau dalam Islam dinamakan kenzamigmrpikir {drak)
seseorang, walaupun kedewasaan seseorang dengenlaratidak dapat

disamakan. Namun dalam peristiwa hukum, klasifikaisakan selalu sama

12 jurnal Penelitian oleh Purnianti, Mamik Sri Supasarta Ni Made Martini
Tinduk dari Departemen Kriminologi, Fakultas lli8osial dan limu Politikop. cit.,him. 2.
13 1bid, him. 3.



untuk suatu lapangan tertentu, karena menyangkikt ekhir yang ingin
dicapai oleh para hakim dalam memutuskan suatuaperfalam perasaan
keadilan yang sebenarnyfa.

Banyak terjadi kesalahan dalam penanganan masalaimhanak.
Hal semacam ini dapat dilihat dari beberapa pamstiimana seorang anak
kecil di bawah umur duduk dibangku tertuduh daatdin seperti layaknya
orang dewasa hanya karena perkara sepele. Sepsus lAndang Pradika
Purnama, bocah 9 tahun. Pihak kepolisian Yogyaksetapat menahannya
sampai 52 hari. Menurut laporan polisi Kotagededay terbukti mencuri
dua burung Merpati dan mengaku telah melakukan yvent sebanyak
delapan kali. Juga, menurut laporan polisi itu,haya sudah tak sanggup
mengasuhnya, sehingga polisi menyebutnya residikepolwil Daerah
Istimewa Yogakarta, mengatakan, penahanan Andangk utiajukan ke
Pengadilan Negeri sudah sesuai dengan KUEAP.

Kasus lain yang mendapatkan perhatian banyak katangengenai
proses penegakan hukum bagi anak adalah kasusnemgpa Muhammad
Azuar (Raju) yang berusia 8 tahun saat itu (20@g6)gydalam persidangan
diperlakukan layaknya orang dewasa bahkan ia sedifaditan di dalam sel
bersama orang dewasa. la dilaporkan kepada pelgjah tuduhan Pasal 351
KUHP tentang penganiayaan yang dilakukan terhaelayannya Armansyah

(14 tahun) dan disidangkan di Pengadilan Negeb&tKabupaten Langkat

14 E. SumaryonoKejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi damkidm
Yogyakarta: Liberty, 1985, him. 19.

15 http://mytahkim.wordpress.com/artikel-2, Penegakan  Hukum  Terhadap
Kejahatan Anak Perspektif Hukum Isladiakses pada tanggal 31 Oktober 2011 pukul 22.47
WIB.



Sumatera Utara. Majelis hakim PN Stabat memvonrsabeh pada Raju.
Meski divonis bersalah, hakim mengembalikannya #eparangtua untuk
dibina dan tidak dipenjara. Namun, Komisi Yudisi@y) menemukan
banyak kesalahan saat menggelar sidak terkait gikasus Raju, sehingga
pada akhirnya hakim yang menangani kasus terseibetri dsanksi oleh
Mahkamah Agung®

Hukum Acara untuk sidang Pengadilan Anak Nakal,laddd&itab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ini kdwosasi dari
Pengadilan Anak yang masuk dalam Peradilan Umunhdapa menyangkut
kasus pidana. Dalam pada itu, mengenai ruang Imdiarlakunya KUHAP
di dalam Pasal 2 KUHAP dinyatakan bahwa: Undangangdini berlaku
untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam Imggw peradilan umum
pada semua tingkat peradildnOleh karenanya, ketentuan-ketentuan dalam
KUHAP (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) tetap berldklam sidang
Pengadilan Anak. Kecuali ditentukan lain dalam Unglandang Pengadilan
Anak (Undang-undang No. 3 Tahun 198%).

Untuk itulah, ketika batas usia anak yang dapatjukien
kepersidangan dan dimintakan pertanggungjawabanmgsih menjadi
perdebatan, maka wajarlah selama ini penanganahaen yang dilakukan

anak sering mengandalkan unsur-unsur subjektiapesat penegak hukum

6 Nurvita Indarini, Dianggap Tidak Profesional, Hakim Kasus Raju Tesanc
Sanskj diambil dari http://www.detikNews.com, diaksesdpatanggal 31 Oktober 2011
pukul 22.50 WIB.

e Suryono Sutarto, SH, MSHukum Acara Pidana Jilid ,I Badan Penerbit
Universitas Diponegoro Semarang, Cet. IV, 2005,. ldm

8 pDarwan PrinstHukum Anak Di IndonesjaBandung: PT. Citra Aditya Bakti,
2003, him. 36.



meskipun telah ada undang-undang yang khusus mertgatang anak (UU
No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU 28Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak).

Misalnya saja polisi yang menganggap anak jalarsary ydipandang
sebagai anak nakal yang tidak bisa diatur. Ketikakaersebut melakukan
tindak kejahatan, bisa jadi polisi dan hakim lamgsunenjustifikasi anak
tersebut dengan stigma negatif. Sehingga diawal para penegak hukum
telah memvonis anak tersebut sebagai anak nakddeBa halnya jika polisi
atau hakim melihat anak yang melakukan kejahataabhdanak rumahan
(“fanak mama”). Maka dalam pandangan polisi pun é@ab karena anak
tersebut dianggap sebagai anak baik-baik yang jdath kondisi atau
lingkungan yang jahat.

Penegakan hukum terhadap anak semacam ini termgtambulkan
masalah, baik dari sudut pandang hukum nasionainkgla maupun hukum
pidana Islam. Karena menurut Undang-undang PeradNaak, anak di
bawah umur yang melakukan kejahatan yang layakosis adalah anak
yang telah berusia 8 tahun dan diproses secaraigheshingga prosesnya
berbeda dengan penegakan hukum terhadap orang aldagza melihat
lingkungan dimana anak itu berada. Sehingga dilkargpjangan sampai
seorang anak hanya karena melakukan kesalahan k&birnya divonis
penjara. Mengingat penjara sendiri bukanlah altérnang baik untuk

mendidik ataupun menghukum anak.
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Berbeda halnya dalam hukum pidana Islam, meskipelas j
ditegaskan bahwa seseorang tidak bertanggung jakeabali terhadap
jarimah yang telah diperbuatnya sendiri dan juga tidakaoggung jawab
atas perbuatajarimah orang lain bagaimanapun dekatnya tali kekeluargaan
atau tali persahabatan antara dirinya dan orang t&asebut. Akan tetapi
untuk masalah anak ini Islam memiliki perkecualtarsendiri, mengingat
dalam al-Qur'an maupun hadits sendiri telah ditgkan bahwa seorang anak
tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sebelndewasa haligh).
Hukum Islam mengampuni anak-anak dari hukuman yaagestinya
dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia téalgh. Hal ini berdasarkan
firman Allah SWT,

ReOKAfCT @ de XrBHEE 0RO

BRUDHE Sw@a X REZAECN.E
e AN©E BXUEEZEON KO S0OOOH
TTNE @oc0 AL Lo de KON K IR S
2D, 0 OO X« g IR RETZ £
AEDZvw + o XAV OE@RO
KLOREON + 70 5 @0 E G0N0 @7

HSHOKNERO

Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai ubalig, maka
hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-oramgy
sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah
menjelaskan ayat-ayat-Nya, dan Allah Maha mengetahu
lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nur: 583.

Sebenarnya dalanasbabul nuzul(sebab turunnya ayat) tersebut
adalah mengenai anak kecil dan budak belian untakinta izin ketika

memasuki kamar ayah-ibunya atau tuannya pada tegduwyakni sebelum

¥ Departemen Agama RAJ-Qur'an dan Terjemahnyalakarta: 1983, him. 323.
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sembahyang subuh, ketika waktu sembahyang dhuhur sksudah
sembahyanh isya’. Hal ini karena berkaitan dengaktwdimana seseorang
istirahat dan saat aurat seseorang tidak sempNaraun, dalam Tafsir Al-
Quranul Majid An-Nur penjelasan mengenai ayat dbtg adalah firman
Allah tersebut memberi peringatan bahwa membebaseém®ang dengan
hukum-hukum syari'at adalah apabila orang tersdblgh sampai umur
(baligh), dan sampai umur itu adalah dengan mimpi (laki-lBermimpi
mengeluarkan sperma) atau denga tahun (umur 1®)taAnak-anak yang
telah sampai umur tidak boleh memasuki kamar otalagya tanpa izin
terlebih dahulu, sama dengan orang firSehingga umumnya ulama
berpendapat bahwa batas usia sampai urbafigh) adalah 15 tahun.
Menurut Abu Hanifah, 18 tahun untuk anak laki-ld&n 17 tahun untuk anak
perempuar’

Dalam hukum pidana positif pun telah dibentuk pe®at yang
khusus mengurusi mengenai tindakan nakal anak,tadeérya Undang-
Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak peogges peradilannya
membedakan dengan orang dewasa, serta Undang-Umdlarg@ Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak. Meskipun telahrtilde peraturan khusus
yang menangani masalah anak, tetap saja masilditpgamasalahan jika
menyangkut usia anak dan pertanggungjawabannyagi@eng anak terlibat

dalam tindak kejahatan.

20 Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiegfsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur
Jilid 4, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2008, B849.
! bid, him. 2850.
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Sedikit gambaran bahwa peraturan yang terkait aterigecakapan
dan kewenangan bertindak berdasarkan batasan umakr sendiri terjadi
ketidakseragaman dalam menentukan berapa usia onmiamak yang dapat
dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Ketidakashn dalam
peraturan perundang-undangan ini nyatanya membawgak pada proses
peradilan anak dan putusan pengadilannya.

Disharmoni peraturan perundangan-undangan berkd@agan anak
cukup mengkhawatirkan. Anak bisa dirugikan akiba&tidakseragaman
undang-undang, antara lain menyangkut batas usif. &enentuan batas
usia anak seyogyanya dibuat seragam karena berkaéagan batas usia
pertanggungjawaban pidana si anak. Ketidakseragdratas usia anak ini
dapat mengganggu proses penegakan hdkum.

Undang-Undang Perlindungan Anak sudah menentukéas hasia
yang dinamakan anak adalah sampai ia berusia 18 tBatasan ini sejalan
dengan Konvensi Hak Anak (KHA) yang pernah dilaké@m oleh
Indonesia. Namun batasan berbeda dapat ditemukata pjumlah
perundang-undangan nasional lainnya. KUH Pidarend@lasal 45 misalnya,
memandang anak yang sudah berusia 8 tahun bisa ntdimi
pertanggungjawaban pidana. UU No. 1 Tahun 1974amgntPerkawinan

menetapkan usia nikah 16 tahun untuk perempuanl@aahun untuk laki-

2 http:/lwww.kumham-jakarta.info.“Perlu Harmonisasi Peraturan Batas Usia
Anak”, diakses pada tanggal 31 Oktober 2011 pukul 22/8%

% Lihat Pasal 1 Ayat Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perligdnn
Anak Bandung: Citra Umbara, 2003, him. 4.
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laki. Bahkan, di bawah usia yang ditentukan purgkahisa dikawinkan
dengan izin dari pengadil&h.

Dari berbagai problematika yang muncul karena k&Bdlarasan
pemahaman dan penafsiran undang-undang mengensegsinusia bagi
anak nakal sehingga pada akhirnya banyak terjadingsalahan yang
kompleks mulai dari penangkapan, penahanan daratp@an sanksi oleh
para penegak hukum inilah yang melatarbelakangi iioferlindungan
Anak Indonesia (KPAI) dan Yayasan Pusat Kajian Barlindungan Anak
Medan (YPKPAM) mengajukan uji materijudicial review) beberapa pasal
dalam UU No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Angladte Mahkamah
Konstitusi (MK). KPAI menilai beberapa pasal di ang-undang tersebut
bukannya melindungi anak, akan tetapi justru meiligadak?®® Terutama
pasal yang berkaitan dengan batas minimum usia yanadx dapat diajukan
ke persidangan (Pasal 4) dan pasal yang berkagagat sanksi pidana
penjara bagi anak (Pasal 22 dan 23).

Sejalan dikeluarkannya keputusan Mahkamah Konstitaskait
judicial reviewyang diajukan tersebut usia anak menjadi jelasef@dalam
putusan tersebut MK memberikan batasan usia 12ntakbagai patokan
anak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidanangaki usia 12 tahun
ini oleh beberapa pakar masalah anak tidak menokami perlindungan
terhadap hakikat seorang anak, karena usia terssdmih terlalu belia untuk

seorang anak dapat menerima konsekuensi hukumangigang akan

24 http://iwww.kumham-jakarta.infpop. cit.
% http://lwww.republikaonline.nasional/politikKPAI Ajukan Judicial Review UU
Pengadilan Anakdiakses pada tanggal 31 Oktober 2011 pada p@RaB2VIB.
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dibebankan padanya. Dan hal ini dikhawatirkan justrembelenggu masa
depan anak itu sendiri.

Sementara itu dalam hukum Islam sendiri tidak membatasan
terhadap batasan usia anak-anak selain katmh sebagai batas anak
dianggap dewasa disamping banyaknya perbedaan gende&ntara para
ulama. Hal ini menjadi sebuah persoalan karena akenyulitkan bagi
hakim dalam menentukan hukumannya, sebab hukurm Isl@ngampuni
anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhlkagi brang dewasa
kecuali jika ia telahbaligh dan mukallaf Sedangkan batasan umbaligh
sendiri tidak pasti dan berbeda-beda dalam seirapedbrang anak-anak.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum pidalzanl hanya
membebankan hukuman pada manusia yang masih hidopmdkallat
Karena itu, apabila seseorang telah meninggal diatadak dibebani hukum
dan tidak dianggap sebagai objek pertanggungjawaliima. Hal ini juga
berlaku untuk anak yang belupaligh.?® Memang, kenakalan dan kejahatan
yang dilakukan oleh anak menjadi ganjalan dan rahsbhhgi masyarakat,
mengingat kekhususannya sehingga perlu penangamasusk pula dalam
menyelesaikan masalah tersebut.

Asumsi yang dibangun, apakah seorang anak yang kuokela
kejahatan bebas dari pertanggungajawaban atasakasjapang dilakukannya
secara mutlak ataukah ada kemungkinan pertanggualggamnya dibebankan

kepada orangtuannya ataukah harus dijalani anaeitdiri. Menurut hukum

26 plie Yafie, dkk., Ensiklopedia Hukum Pidana Islarrerjemahan dafiAt-Tasyri’
al-Jina’ i al-Islamiy Mugaranan bil Qanunil Wad’iy’karya Abdul Qadir Audah, Jilid 4,
Bogor: PT Kharisma Ilmu, him. 57.



15

Islam, orang tua wajib mendidik anak-anaknya mergeahg baik. Jika anak
menjadi nakal atau penjahat, maka orang tualah yemanggung akibatnya
karena kelalaiannya.

Permasalahan batas umur anak dan sanksi pemidgaaarenjadi
perbincangan yang menarik untuk dibahas menginggadi disharmoni
dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Makengenelitian ini,
penulis tertarik untuk mencoba menjelaskan dan eregkan permasalahan

ini dalam skripsi.

B. Rumusan Masalah
Berangkat dari paparan latar belakang yang terdraatas, guna
mempermudah dan memperjelas arah penelitian, mak@at dpenulis
rumuskan permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan mengenai batasan usia anak naatgkukan
kejahatan dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 rtignengadilan
Anak ?

2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penjatuhanssgrilana bagi anak
yang melakukan tindak pidana menurut UU No. 3 Tah@87 tentang

Pengadilan Anak dalam hukum pidana Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
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a.Untuk mengetahui dan menjelaskan batas usia anak da
pertanggungjawaban pidananya menurut hukum pidarsatifpdan
hukum pidana Islam.

b.Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai agai
penjatuhan sanksi (hukuman) terhadap anak yangkoiea tindak
pidana menurut hukum pidana Islam.

2. Manfaat Penelitian

a.Secara teoritis sebagai sumbangsih pemikiran tagh&atlazanah ilmu
pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum mengenai
pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur.

b.Secara praktis, hasil studi diharapkan dapat mdogsercakrawala
pengetahuan bagi perkembangan wacana hukum yakataerdengan
usia anak dan pertanggungjawaban pidananya teskast kejahatan

yang dilakukan oleh anak.

D. Telaah Pustaka
Dalam kajian pustaka ini, penulis memaparkan beiaed#eratur
yang penulis jadikan sebagaievious finding(penelitian maupun penemuan
sebelumnya). Ada banyak karya ilmiah, baik berupagl, buku maupun
skripsi yang telah membahas tentang masalah amageféanggungjawaban
pidana. Namun mengenai pertanggungjawaban pidama yhjatuhkan
terhadap pelaku delik pidana di bawah umur masangaditemui, khususnya

pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur. Buku- yang
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membahas secara khusus tentang pertanggungjawalaana @nak di bawah
umur sangat sedikit ditemui, dari beberapa bukwsetart juga tidak
mambahas secara keseluruhan mengenai apa yanggedi ir@nyusun.

Ada beberapa skripsi yang telah membahas tentarak at
lingkungan hukum, diantaranya skripsi Affan Hurtaalahudin salah satu
mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang berjutRémenjaraan Anak Menurut
Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Posftff’ Skripsi ini
menjelaskan tentang bagaimana konsep pemenjaraacia@ kejahatan yang
dilakukan oleh anak dilihat dari ketentuan hukursiffiodan hukum pidana
Islam yang diteliti dengan menggunakan metode dagkanalitik-
komparatif, sehingga dari perbandingan dua hukungydianalisis tersebut
didapatkan kesimpulan mengenai ketentuan hukumadegh pemenjaraan
anak. Skripsi tersebut memberikan gambaran bahwentmn hukum
terhadap pemenjaraan yang dilakukan oleh pemeriféparat penegak
hukum) atas kesalahan yang dilakukan anak di bawalr adalah sesuatu
yang tidak dibenarkan dalam pandangan hukum IsRikarenakan anak
dalam hukum Islam belum wajib dikenakan pembeban&om (aklif).

Imam Zamahsari;Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 26 UU
No. 3 Tahun 1997 Tentang Penjatuhan Pidana BagkAxakal”.?® Dalam
skripsi tersebut mengkaji tentang Pasal 26 UU Nd@.aBun 1997 tentang

pidana anak nakal dalam perspektif hukum Islam.gaarmemakai metode

27 Affan Nurhaq SalahudirfPemenjaraan Anak Menurut Perspektif Hukum Pidana
Islam Dan Hukum Positif"Y ogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011

28 |mam Zamahsari‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 26 UU No. hilia
1997 Tentang Penjatuhan Pidana Bagi Anak Nak8Emarang: IAIN Walisongo, 2004.
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deskriptif analitis, dan menggali latar belakangtasesubstansi dari pasal
tersebut ditemukan bahwa penjatuhan pidana badi aakal merupakan
sesuatu yang tepat karena sesuai dengan Pasdl b ldgdang-undang Dasar
1945. Dari kajian yang dilakukan oleh si penuligpat dikatakan bahwa
berbagai macam persoalan yang terkait dengan asledd, maka Pasal 26
tersebut menjadi substansi penting dalam melindargik tersebut dan
secara yuridis formal tidak ada alasan bagi yudilkatuk tidak menjalankan
dalam memberikan vonis bagi anak nakal yang tdrpiana sesuai dengan
UU tersebut. Adanya Pasal tersebut, secara substangat berpengaruh
dalam melindungi kondisi psikologis anak.

Selanjutnya, skripsi dari Nopiyanti Fajriyah yangerjbdul
“Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan terhadap AnalBBwah Umur (Studi
Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Hmekia)”.° Di
dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa prosesapgmn pidana dan
pemidanaan yang dilakukan terhadap anak memiliiddaa-batasan tertentu,
yang sesuai menurut undang-undang, yakni pasaintdng-Undang No. 15
Tahun 1995, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Sehindglam
memberikan putusan bagi anak yang melakukan kejahttlak terjadi

persoalan yang dapat merugikan anak tersebut.

2 Nopiyanti Fajriyah,“Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan terhadap Anak Di
Bawah Umur (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam ddokum Pidana Indonesig)
Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006, td.
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Tesis dari Novi Amalia Nugraheni, SH yang berjuddistem
Pemidanaan Edukatif terhadap Anak Sebagai Pelakdak Pidana’®
Tulisan tersebut menitik beratkan pada kajiannyhaiap hakim dalam
pemberian hukuman yang sesuai terhadap anak. Halikarenakan pada
proses penjatuhan hukuman, hakim sering membepausan yang bersifat
menghukum gunitive ketimbang pemberian hukuman yang bersifat
mendidik sang anak tersebut. Padahal banyak sskadhatif hukuman yang
dapat dipilih oleh para hakim selain menjatuhkakuman penjara kepada
anak nakal. Hukuman yang diberikan oleh hakim, imagimapun juga akan
mempengaruhi perkembangan anak pada waktu yang d&gmg. Oleh
karenanya, sebisa mungkin hakim memberikan hukurgang tidak
mengabaikan aspek-aspek perkembangan anak padan@adatang.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Purniamfiamik Sri
Supatmi serta Ni Made Martini Tinduk dari DepargamKriminologi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Iimu Politik, Universiteslonesia yang didukung
oleh UNICEF tentang‘Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak
(Juvenile Justice System) Di Indonesfd”,yang meneliti mengenai
bagaimana situasi dan keadaan anak-anak yang bdedaia administrasi

peradilan anak serta situasi anak yang beradantbdga penahanan dan

% Novi Amalia Nugraheni, SH“Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak
Sebagai Pelaku Tindak PidanaSemarang: Universitas Diponegoro, 2009.

31 purnianti, Mamik Sri Supatmi serta Ni Made Martifinduk dari Departemen
Kriminologi, Fakultas llmu Sosial dan Illmu PolitikAnalisa Situasi Sistem Peradilan
Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonediaiiversitas Indonesia, diambil dari
www.unicef.org/indonesia/uni-jjs, diakses padaggal 29 September 2011 pukul 15.03
WIB.
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pemenjaraan ditinjau dari hukum internasional dakum nasional disertai
rekomendasi yang diberikan terkait situasi tersebut

Dari data pustaka yang telah penulis kemukakan tas, amaka
sekiranya dapat penulis simpulkan bahwa tentangrkajau penelitian yang
akan penulis lakukan berbeda dengan karya ilmiab akripsi yang telah
dipaparkan di atas. Skripsi ini membahas tentanglisis Hukum Islam
Terhadap Batas Usia dan Pertanggungjawaban Pidaala dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

E. Kerangka Teori
1. Pertanggungjawaban Pidana Anak
Salah satu prinsip dalanfigh jinayah adalah seseorang tidak
bertanggung jawab kecuali terhadapmah yang telah diperbuatnya sendiri
dan bagaimanapun juga tidak bertanggung jawab @gdsuatanjarimah
orang lain. Prinsip tersebut ditandaskan dalam wla@ dalam beberapa
ayatnya, salah satunya yaitu sebagai berikut :

@0 AAEOM * Lo S €O07OXINAL Fw=dL
PMaAd) 0060 602260 L 860
On>E8 DHWOREs s <+00 LA2A0 X *
@0 g o O&FORHEN +RNO OnyHGL
€00 <O RwIKe0 VOO =
FoRERO L 48 El S[sX 1217¢:: YR/
AHAERD QYO0 HZAERNE<HO0
o ROV HERORNOE ¢V RO+
40> ARNHG IO 0, 00Y.c AL €+ CAG
Artinya: “Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tolslain Allah.
Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu dizdatn

seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya
kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yangdsa
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tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada
Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya
kepadamu apa yang kamu perselisinkan.” (QS. Al-An’'a
164)32
Dari penjelasan arti ayat tersebut, dapat diketdlahiwa seseorang
harus bertanggungjawab atas perbuatan yang tel@kukiannya. Arti
pertanggungjawaban pidanal-Mas’uliyyah al-Jiriyyah) sendiri adalah
pembebanan seseorang dengan akibat perbuatandateadanya perbuatan
yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimarengo tersebut
mengetahui maksud dan akibat dari perbuatarthya.
Dalam figh jinayah pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga
hal:
1. Adanya perbuatan yang dilarang;
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiaktdipaksa); dan
3. Si pelaku mengetahui terhadap akibat perbuataebergdrak).®
Ketiga hal tersebut di atas harus terpenuhi, sehirgpabila tidak
terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawplzinanya. Dalam hal
pertanggungjawaban pidana, hukum pidana Islam hanganbebankan
hukuman pada manusia yang masih hiduprdakallat Hukum pidana Islam

juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semgadtiijatuhkan bagi

orang dewasa kecuali ia telaaligh. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT,

% Departemen Agama RAJ-Qur'an dan Terjemahnyalakarta: 1983, him. 136

33 A, Hanafi, M. A., Asas-Asas Hukum Pidana Islamet. ke-IV Jakarta: Bulan
Bintang, 1990, him. 121

34 Alie Yafie, dkk.,Ensiklopedia Hukum Pidana Islarterjemahan dafiAt-Tasyri’
al-Jina’ i al-Islamiy Mugaranan bil Qanunil Wad’iy’karya Abdul Qadir Audah, Jilid 4,
Bogor: PT Kharisma Ilmu, him. 66.
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Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai uimlig, maka
hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-oramgy
sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah
menjelaskan ayat-ayat-Nya, dan Allah Maha mengetahu
lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nur: 58).

Mengenai hukuman bagi anak-anak, perundang-undaruigdam
bidang hukum perdata untuk anak jauh lebih memadai pada bidang
hukum pidana bagi andk.Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau
belum pernah melangsungkan pernikahan, ada di beelalasaan orang tua
selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.gOu@n mewakili anak
tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan udr Igedung
pengadilart’

Begitu juga dalam sistem hukum pidana positif, gr@ggungjawaban
pidana terkait erat dengan kesalahan dan perbuatelawan hukum,

sehingga seseorang mendapatkan pidana tergantdagipa hal, yaitu:

a. Unsur obyektif, yaitu harus ada unsur melawan hukum

% Departemen Agama RAJ-Qur'an dan Terjemahnyalakarta: 1983, him. 323

36 Soeaidy, Sholeh, dan ZulkhaiDasar Hukum Perlindungan Anaket. ke-1,
Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001, him. 17

37 Soeaidy, Sholeh, dan Zulkhaibjd, him. 19.
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b. Unsur subyektif, yaitu terhadap pelakunya harus adsur kesalahan
dalam bentuk kesengajaan dan atau kealffaan.

Menurut Pompe, sebagaimana dikutip oleh MartimasjoRamidjo,
unsur-unsur pertanggungjawaban tersebut adalah:

a. Kemampuan berfikir gsychi3 pada pembuat yang memungkinkan
pembuat menguasai pikirannya dan menentukan kekeyala

b. Dan oleh sebab itu, dapat mengerti makna dan agédrauatannya.

c. Dan oleh sebab itu pula, pembuat menentukan kekeypdaesuai dengan
pendapatnya (tentang makna dan akifat).

Dari unsur-unsur  tersebut, dapat  diterangkan bahwa
pertanggungjawaban terkait erat dengan kesalahagy yiflakukan oleh
seseorang, karena tanpa adanya kesalahan tidak kimursgseorang
dimintakan pertanggungjawaban. Pertanggungajawpiggnmemperhatikan
beberapa keadaaan dari seorang tersebut. Seb&bstdaua orang yang
melakukan kejahatan dapat dipidana. Ini tidak kairena ada ketentuan yang
berkaitan erat dengan kemampuan bertanggungjawaty gda pada diri
orang tersebut, semisal anak-anak dan orang yavag weentalny&°

Dalam hukum pidana Islam sendiri pengecualian h@tujnga bagi
anak dan orang cacat juga dibedakan dengan omaupllaf Menurut
fugaha, dasar dalam menentukan pertanggungjawatzarabak kecil adalah

sabda Rasulullah saw,

% Martiman Projohamidjojo, Memahami Dasar-dasar Hukuman Pidana Di
Indonesia Jakarta: Pradnya Paramita, 1997, him. 31.

39 Martiman Projohamidjojaipid, him. 32.

40 prof, Moeljanto, S.H.Asas-Asas Hukum Pidandakarta: Rineka Cipta, 2009,
him. 178.



24

(s piaill gl (e 33U G 2l EAS Y Jlie GRS B A
A gty 06 g e i e 200 G de B ey Gle (e
2 0l J8 5ol ey g s S0 e 36 e
Gy Ja mlall Ge iy Jing
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Bahz daslah
menceritakan kepada kami Affan berkata; telah
menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari A
Hasan Al bashri dari Ali Radhiallah 'anhu bahwa Nab
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Diangkatgpéari
tiga hal: orang yang tidur hingga bangun, oranggyan
tertimpa ayan -atau beliau bersabda: - orang yalag g
sampai sadar dan anak kecil sampai balfgh”.

Dalam hal hukuman bagi anak nakal pada hukum pigaositif,
proses hukum dan ancaman sansksi pidana bagi atehktudlan oleh
Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilaak Alang penjatuhan
pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancamidana yang
dilakukan oleh orang dewasa. Adapun penjatuhannpidsenjara seumur
hidup dan pidana mati tidak diperlakukan terhadagkaPemberian sanksi
tersebut juga diklasifikasikan sesuai dengan usianak saat melakukan
perbuatan pidana tersebut. Sehingga antara anagi®@&rtahun dengan anak
usia 12 tahun, tentunya ada perbedaan dalam paralan jenis sanksi yang
diberikan bagi si anak tersebut.

Perbedaan perlakuan dan ancaman pidana tersebuakslidkan

untuk lebih melindungi dan mengayomi agar anak tdamyongsong masa

depan yang masih panjang. Perbedaan ini dimaksygklanuntuk memberi

41 Ahmad Ibnu HambaMusnad Imam Ahmad bin Hamb&eirut: Dar al-Kitab al-
‘llmiyah, Hadist No. 968.
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kesempatan kepada anak agar melalui pembinaandi@rmleh jati dirinya

guna menjadi manusia yang mandiri, bertanggung haglaan berguna bagi
keluarga dan masyarakat. Hal tersebut sesuai d&&A yang telah

menjamin beberapa hak yang khusus memberikan iatekuk anak-anak
diseluruh dunia. Diantaranya hak untuk kelangsungadap, hak terhadap
perlindungan, hak untuk tumbuh kembang dan hakkumempartisipast?

Mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasgrkabedaan
umur, yakni bagi anak yang masih berumur 8 hinggatdhun hanya
dikenakan hukuman semisal dikembalikan kepada dxzargya, ditempatkan
pada organisasi sosial, atau diserahkan pada neydapun terhadap anak
yang telah berumur di atas 12 hingga 18 tahunuthjggidana.

Namun demikian hukum pidana Islam mempunyai atyearg jelas,
kedudukan anak dalam Islam merupakan “amanah” yeangs dijaga oleh
kedua orang tuanya. Kewajiban mereka pula untukdmdémya hingga
berperilaku sebagaimana yang dituntun agama. &kadt penyimpangan
dalam tingkah laku anak, Islam dalam keadaan tertemasih memberi
kelonggaran.

Dalam hukum pidana Islam itu sendiri, pertanggwvgfaan pidana
pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh usiataetdamun yang menjadi
tolak ukur dari adanya pertanggungjawaban adalahakguan berfikir
(idrak) dan pilihan yang dimiliki seseorang. Sehingga adtasan bahwa

yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidanahib&gm pidana Islam,

42 Muhammad Joni, S.H., & Zulchaina Z. Tanamas, S.Mspek Hukum
Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi HaklA®andung: PT. Cipta Aditya Bakti,
1999, him. 35.
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kriteria dan ukurannya adalah orangikallaf yang memiliki kemampuan
untuk berfikir secara sempurna. Oleh karena itlardalslam bila seorang
anak mencuri atau membunuh sekalipun, ia tidak Higanai hukuman
apapun, karena dalafigh tindakan anak tersebut belum termasuk tindakan
kriminal (inayah).*® Hal ini bisa dipahami bahwa seorang anak dilitet d
faktor psikologi dan mental yang melatarbelakangirdianggap belum
sepenuhnya memiliki kemampuan berfikir penuh layakorang dewasa
yang berusia 21 tahun ke atas.

Dalam hukum pidana Islam, anak kecil bukan oranggypantas
menerima hukuman. Hukum pidana Islam tidak menemty&nis hukuman
untuk mendidik anak yang dapat dijatuhkan kepadsk ahh bawah umur.
Hukum pidana Islam memberikan hak kepadaliy al-amr (hakim atau
penguasa) untuk menentukan hukuman yang sesuairmbgrandangannya.
Dalam hukuman ini hakim berhak menjatuhkan sanksi:

a. Memukul si anak,

b. Menegur atau mencelanya,

c. Menyerahkannya kepadealiy al-amratau orang lain,

d. Menaruhnya pada tempat rehabilitasi anak atau aklkalak-anak nakal,
e. Menempatkannya disuatu tempat dengan pengawasansfiu

Karenanya, apabila anak kecil melakukan tindak madapapun
sebelum dia berusia 7 tahun, dia tidak dihukumk baidana maupun

hukuman ta’'diby (hukuman untuk mendidik). Anak kecil tidak dijatuh

3 plie Yafie, dkk.,op. cit, him. 359.
44 Alie Yafie, dkk.,ibid, him. 259.
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hukumanhududdangishashmeskipun si anak melakukgarimah tersebut.
Meskipun begitu, adanya pengampunan tanggung jgviddna terhadap
anak kecil bukan berarti membebaskannya dari tamggawab perdata atas
semua tindakan yang dilakukannya. karena itu, sgataak yang melakukan
jarimah, dia akan tetap terbebani untuk menertaiair dan jugadiyat

sebagai atas jarimah yang telah dilakukannya tatseb

2. Batas Usia Anak dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum
Pidanalslam

Hukum Islam dipandang sebagai hukum pertama diadwyaing
membedakan secara sempurna antara anak kecil dag dewasa dari seqgi
tanggung jawab pidana. Hukum Islam juga merupakdéur pertama yang
meletakkan tanggung jawab anak-anak yang tidakbladérwan berevolusi
sejak dikeluarkannya. Ironisnya, meski telah diggfan sejak empat belas
abad yang lalu, hukuman ini dianggap sebagai hukenmaru dalam hal
pertanggungjawaban anak kecil (belum dewasa) pasa sekarang ifft.

Seiring perjalanan hukum, akhirnya berkembanglatatpean yang
menguraikan tentang permasalah dalam mengambibrmgtingjawaban
pidana terhadap anak kecil. Polemik muncul ketikgati perdebatan
mengenai batas minimum usia anak yang dapat dinpattanggungjawaban
atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Sebak,daégam hukum Islam

maupun hukum positif (KUHP ataupun UU No. 3 Tahwd7 tentang

45 Alie Yafie, dkk.,ibid, him. 255.
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Peradilan Anak) terjadi perbedaan dalam penentwasbusia minimum
untuk anak kecil yang dapat dimintakan pertanggawmgpan pidananya
(pemenjaraan).

Dalam Islam sendiri terjadi perbedaan pendapattaiarpara fugaha
dalam menentukan udmaligh. Hal ini dikarenakan perbedaan penafsiran atas
hadits Nabi saw,

(o piaill Gl (e B3 B 2l LIS Y (lie S B A
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Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Bahz daglaht
menceritakan kepada kami Affan berkata; telah
menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari A
Hasan Al bashri dari Ali Radhiallah 'anhu bahwa iNab
shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Diangkatgpédari
tiga hal: orang yang tidur hingga bangun, oranggyan
tertimpa ayan -atau beliau bersabda: - orang yatay g
sampai sadar dan anak kecil sampai balf§h”.

Makna hadis “diangkatkan pembebanan hukum darijéiges orang:
anak kecil sampai idaligh (mimpi basalyahtalim” adalah menjadikan
mimpi basah sebagai adanfaitab (tuntutanfigh). Hukum asal menetapkan
bahwa adany&hitab karenabaligh. Hadis tersebut menunjukkan bahwa
baligh ditetapkan oleh mimpi basah. Ini kardraligh dan kekuatan berpikir

merupakanbarah (sesuatu yang dapat diambil) atedighnya seseorang dan

kesempurnaan keadaannya. Semua itu ada melalui mpaseaan

6 Ahmad Ibnu Hambabp. cit.
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kemampuan dan kekuatan untuk mempergunakan senggotantubuh.
Semua kesempurnaan ini terwujud ditandai ketikapnlvasal'’

Mayoritas fugaha membatasi usia 15 (lima belas) tahun untuk laki-
laki dan perempuan sebagai batas akhir diangpgdigh. Untuk itulah, jika
diusia tersebut tanda-tantdaligh masih belum tampak juga, maka anak yang
telah berusia 15 tahun, secara sendirinya ia téiahggapbaligh. Karena
baligh inilah, secara hukum seorang anak dianggap daebadith suatu
kewajiban bagi dirinya sendiri. Meski kalau dipdikan kembali, bisa jadi
ketentuan usia baligh ini hanyalah batas untuk kewajiban dan
pertanggungjawaban hukum dalam ranah ibadah serh&mun masih
menjadi pemikiran bersama juga, karena banyak daliteratur yang
menjelaskan, usidaligh itu sendiri menjadi batasan juga dalam ranah
pertanggungjawaban pidana pula.

Tentu hal ini berbeda kalau yang dijadikan dasamapggungjawaban
bukanlah batas usia, namun kemampuan dalam beatéikimenerima pilihan
bagi seorang pelaku tersebut. Karena, situasi damtahserta hal-hal yang
melatarbelakangi seorang anak melakukan kejahaeéeda dengan hal-hal
yang ada pada orang dewasa. Untuk itu, ada sebdgilmgan yang
berpendapat jika pertanggungjawaban pidana berkai@ngan akal

seseorang. Mereka beralasan karena yang mempblndegdewasaan

47 Alie Yafie, dkk.,op.cit him. 256.
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seseorang sebenarnya adalah akal. Akal adalahulagggwab hukum dan
dengannya hukum berdf#.

Alasan lain dari pendapat yang memberikan blagdigh pada usia 18
(delapan belas) atau 19 (sembilan belas) tahuraladarena hukum Islam
mengaitkan pembebanan hukum dan adaklyigab (tuntutanfigh) pada
mimpi basah. Karena itu, hukum harus diberlakuktas alasar ketetapan
tersebut. Hukum tidak dapat dihapuskan dari seomrak selama belum
diyakini tidak adanya mimpi basah dan terjadi kepasaan atas keberadaan
mimpi basah tersebut, sebab keputusasaan atasadabar mimpi basah
terjadi pada masa ini (yakni usia delapan belagdansembilan belas
tahun)*°

Di dalam Bidayatul Mujtahid dijelaskan, bahwa yangnjadi syarat
adanya pertanggungjawaban bagi seorang pelaku gtajgh entah itu
melukai, membunuh atau mencuri adalah orang itwshanukallaf Sebab
mukallafadalah batasan usia dan kecerdasan seseorangidiedan untuk
melaksanakasyari'at. Kecerdasan disini berkaitan dengan kedewasaan dan
akal yang ada pada diri seseorang. Meski masihpadselisihan tentang
batas usia, namun menurut Syafi'i, maksimal berdgapan belas tahun,
dan minimal usia lima belas tahtth.

Untuk itulah, orangnukallafyang melakukan tindak pidana, ia akan

dikenai sanksi atas perbuatan yang dilakukannyaebet. Sedangkan

*8 Alie Yafie, dkk.,ibid.

* Alie Yafie,dkk.,ibid, him. 257.

*0 Ibnu RusydBidayatul Mujtahid, Analisa Figih Para Mujtahigpenerjemah, Drs.
Imam Ghazali Said, MA. & Drs. Achmad Zaidun, temghan darBidayatul Mujtahid wa
Nihayatul MugtashidJakarta: Pustaka Amani, 2007, him. 530.
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pembagian sanksi yang dapat dikenakan bagi petkeliut dalam hukum
pidana Islam terbagi-bagi sesuai dengaimah yang dilakukannya, meliputi
gishah diyat, ta’zir bahkan pemaafat.Akan tetapi jika pelaku jarimah itu
adalah anak-anak, ada ketentuan yang berbeda gelarberian sanksinya.
Karena masih ada perselisihan dalam penentuan bsitasaligh yang disitu
menjadi patokan sebagai pembebanan dikenapge’'at, maka timbul pula
perselisihan dalam penentuan sanksi yang dikadkagan hal tersebut.
Sedangkan dasar penetapan usia dewasa menurunpiadid ialah
hadis Ibnu Umar r.a:
Ge §5 Al 08 ) 2 fe (g A i G5 ] s
2ol G sas adl 2 dlane Al adde & Ala 2l & Hae o)
LBy Guad B shy GNAN A dlane el Al A §hie
55l
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad Bbianbal
berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari
Ubaidullah ia berkata; telah mengabarkan kepadaddii N
dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wkesal
pernah memeriksa dirinya pada waktu perang uhukifuva
itu umurnya baru empat belas tahun. Sehingga Naddk t
mengizinkan untuk ikut berperang. Dan pada perang
Khandaqg beliau juga memeriksanya, waktu itu umurnya
lima belas tahun, maka beliau pun memberinyazin.
Sedangkan dalam hukum positif (KUHP) dalam pasadetara jelas

disebutkan bahwa dari pasal tersebut dapat diketadiuva anak sebagai

pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana adalsbsang sebelum umur 16

51 H
Ibid.
52 lbnu Rusydbid, him. 531 dan Abu Dau&unan Abu Daudluz 4, Beirut: Dar
al-Kitab al- ‘limiyah, Hadist No. 3827, him. 246.
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(enam belas) tahun. Namun dalam Undang-Undang N@rmbahun 1997

tentang Peradilan Anak disebutkan bahwa, anak ladafang yang dalam
perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delatsmn tetapi belum

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belumalpekawin dan

dikenal dengan sebutan anak nakal. Sebagaimar@ahkulalam Pasal 1 ayat
(1) dan (2) berbunyi:

1. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakah tel
mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum memcap
umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernamkawi

2. Anak nakal adalah:

a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan
terlarang bagi anak, baik menurut peraturan pemmda
undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang
hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangRita

Kemudian dalam Pasal 4 Undang-undang No. 3 tah@Y 3@ng
menjadi poin penting dalam skrispi ini, menyebutkahwa:

1. Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidemak
adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tétaipim
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belumalpe
kawin.

2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batag u
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukaidkeg
pengadilan setelah anak yang bersangkutan melarbptas
umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (duahp
satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Arfak.

Dengan diundangkannya undang-undang ini, maka Ras&UHP
tidak berlaku lagi. Hal ini dijelaskan dalam Pa8@lUndang-Undang No. 3

Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang berbunyiddpa@aat mulai

%3 Redaksi Sinar GrafikaUndang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan
Anak Jakarta: Sinar Grafika, 2000, him. 3.
**Ibid, him. 4.
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berlakunya undang-undang ini, maka Pasal 45, P&salan Pasal 47 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak bekadt.

Batasan umur untuk anak sebagai korban pidanardlatam Pasal 1
butir 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentangjiréengan Anak. Anak
dirumuskan sebagai seseorang yang belum berugi@elgpan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari samtersebut dapat
diketahui bahwa anak yang berhak mendapat perlgaturhukum tidak
memiliki batasan minimal umdr.Dari sejak masih dalam kandungan, ia
berhak mendapatkan perlindungan.

Sedangkan dalam hukum perdata dijelaskan dalaml B@&6aBab
Kelima Belas Bagian kesatu tentang Kebelumdewad&igab Undang-
undang Hukum Perdata yang berbunyi lengkap pasahmalah sebagai
berikut: "Belum dewasa adalah mereka yang belumcaygai umur genap 21
tahun dan tidak lebih dahulu kawirf".

Jadi jelas, batas usia minimum dalam penetapan &eeik dapat
dimintai pertanggungjawaban pidana (pemenjaraamjlapat perbedaan
antara hukum Islanfigh jinayah), hukum perdata dan hukum positif (KUHP
dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak)ri Dal inilah,
kemudian muncul problem ketika pemerintah mulai akekan proses

pemidanaan (pemenjaraan) terhadap anak yang melakiikdak pidana

% Redaksi Citra UmbaraUndang-undang RI No0.23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan AnakBandung: Citra Umbara, 2003, him. 4.

%8 R. Subekti dan R. Tjitrosudibititab Undang-undang Hukum Perdata, Burgelijk
Wetboek Dengan Tambahan UU Pokok Agraria dan UU Perkawjndakarta: Pradnya
Paramita, 1994, him. 76.
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demi alasan mengurangi dan mencegah merebaknya-kasus kejahatan
yang dilakukan oleh seorang anak.

Batas usia yang menjadi patokan dalam menjatuhkankss
sebenarnya menjadi sesuatu yang penting. Hal ifakukan untuk
memudahkan para hakim dan para penegak hukum dakmalankan dan
memproses berbagai masalah terkait kejahatan yalakukin anak.
Sehingga tidak lagi ada problematika dan subjdkivipenegakan hukum
oleh para penegak hukum yang selama ini dianggagerse-mena dalam

menangani dan memproses kejahatan yang dilakulkhnaolak.

F. Metode Pendlitian
Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan ganmakan dalam
mencari, menggali, mengolah dan membahas data dslatu penelitian
untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap pelahasd’ Untuk
memperoleh dan membahas data dalam penelitiaremilis menggunakan
metode-metode sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang penulis lakukan dalam penyusunanpssk ini
termasuk ke dalam penelitian kepustakaidnay researcl), yaitu dengan
cara melakukan penelitian terhadap sumber-sumbgulise Dalam
penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumeauasumber tertulis

seperti buku, majalah, jurnal dan lain-lain. Pdiaeli ini juga bersifat

" Joko SubagyoMetodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktekakarta: PT.
Rineka Cipta, 1994, him. 2.
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deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan
data-data yang tertuju pada masa sekarang, disdgelaskan, dianalisis
serta diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahag glian dikaji
dalam penelitian yang objeknya adalah permasalab&om, maka jenis
penelitian yang digunakan adalah penelitiamridis normatif yakni
penelitian yang difokuskan untuk mengkaji peneragaidah-kaidah atau
norma-norma dalam hukum posiif. Dimana jenis penelitian ini
digunakan untuk mengetahui bagaimana usia anak dan
pertanggungjawaban pidannya serta seperti apaifgéektpemidanaan
anak yang menggunakan tolak ukur perundang-undaggag berlaku
serta norma agama atau hukum pidana Islam sehutiggaatlah usulan
dari jenis penelitian yang dipakai.

2. Pendekatan Masalah

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di sipénulis

menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undandgatatue Approach
Digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yanganenentang
penanganan dan peradilan anak yang terjerat mashidtum
sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undaegdeRatan
perundang-undangan dilakukan untuk meneliti atatanan yang

berkaitan dengan masalah peradilan anak.

%8 Dr. Jhonny lbrahim, S.H., M.HumTeori dan Metodologi Penelitian Hukum
Normatif, Edisi RevisiMalang: Bayumedia Publishing, 2005, him. 295.
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b. Pendekatan Konseg¢nceptual Approagh
Pendekatan konsep digunakan untuk memahami korseef
penanganan terhadap kejahatan yang dilakukan alek di bawah
umur sehingga diharapkan penormaan dalam aturannhtiklak lagi
memungkinkan ada pemahaman yang ambigu dan kabhmgga
menjadi celah yang justru dapat menjadikan terjadidisharmoni
penegak hukum dalam menangani masalah anak.
c. Pendekatan Kasu€ése Approach
Pendekatan ini digunakan dengan tujuan untuk mexygsepenerapan
norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dgleaktik hukum.
Terutama mengenai kasus-kasus yang berkaitan dempyases
penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh aKalsus-kasus
tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran tghvasuatu aturan
hukum dalam praktik hukum yang ada dilapanganasegnggunakan
hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam ekagilankum.
3. Sumber Data
Sumber-sumber penelitian terdiri dari dua sumbiantdranya adalah
sumber primer dan sumber sekunder. Sumber hukumepnnerupakan
bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya menyai otoritas.
Sumber-sumber primer terdiri dari perundang-undangatatan-catatan
resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-uadadgn putusan-
putusan hakim. Sedangkan sumber hukum sekunderpdesemua

publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokedo&umen
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resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-bulekst kamus-kamus

hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentataeg hal-hal yang

berkaitan dengan penelitiah.

a. Sumber data primer, yakni bahan hukum yang teddiri aturan hukum
yang menjadi sumber utama bagi penelitian ini,uybgrupa Undang-
undang No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dba@Quian,
Hadits sertaAt-Tasyri’ al-Jina’ i al-Islamiy Mugaranan bil Qamil
Wad'iy karya Abd. Qodir Audah.

b. Sumber data sekunder, sebagai sumber pendukungsggjala sumber
yang memuat informasi tentang objek penelitian @isabaik dari
undang-undang, kitab-kitab figh, ensiklopedia, kattartikel dari
internet dan lain sebagainya yang terkait dengasatah batas usia
anak dan pertanggungjawaban pidananya sebagaugéidiak pidana.

4. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adatadtode
dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan datagereai suatu hal
atau variable tertentu yang berupa catatan, trandkiku, surat kabar,
majalah, artikel dan lain sebagairfauntuk mengumpulkan data yang
dimaksud di atas digunakan teknik studi kepustakflbrary research.

Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatenginventarisasi,

menganalisis dan mempelajari data-data yang bero@laan-bahan

pustaka.

59 peter Mahmud MarzukPenelitian HukumJakarta: Kencana, 2010, him 141.
80 suharmi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktlakarta:
Rineka Cipta, 1993, him. 202.
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5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodetent-analysis
yang dirangkai secara kualitatif dengan teknik igigaldeduktif yaitu
analisis data yang bertitik tolak atau berdasarapeaidah-kaidah yang
bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulamskis®® Dengan
metode analisis ini penulis dapat menyimpulkan kprgenanganan anak
di bawar umur (yang bersifat khusus) dalam UU Ndrgun 1997
Tentang Peradilan Anak yang diambil dari sumberksmsekunder lain

(yang bersifat umum).

G. Sistematika Penulisan Skripsi
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakakolp bahasan
secara sistematis yang terdiri dari lima bab sabegea berikut:
BABI PENDAHULUAN
Bab ini memuat latar belakang permasalahan, pokakatah,
tujuan penelitian, kerangka teori, telaah pustak@tode penelitian
dan sistematika penulisan.
BAB Il PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATASKEJAHATAN
YANG DILAKUKAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM
Dalam bab ini akan dibahas tentang konsep pertaggawaban
pidana atas kejahatan anak dalam perspektif hulslamlyang

meliputi:  pengertian  pertanggungjawaban, batasan urum

®1 Dr. Jhonny Ibrahim, S.H., M.Hunop. cit, him. 250.
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pertanggungjawaban pidana anak, serta ketentuaridgeaan
anak dalam Islam.

BAB Il GAMBARAN UMUM TENTANG USIA ANAK SERTA
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM
PERSPEKTIF UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG
PERADILAN ANAK
Bab ini membahas tentang tentang gambaran umuns heia
anak dan pertanggungjawaban pidana yang dilakuletm anak-
anak dalam UU RI No. 3 Tahun 1997 yang meliputngestian
dan batasan umur anak dalam pertanggungjawabannapida
tinjauan tentang anak dan tindak pidana anak, pdrga sanksi
terhadap anak serta ketentuan pemidanaannya.

BAB IV ANALISIS
Bab ini berisi tentang analisis terhadap batas usia
pertanggungjawaban pidana anak serta sanksi pigamatam UU
No. 3 Tahun 1997 ditinjau dari hukum pidana Islam.

BABYV PENUTUP
Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi yangsb&esimpulan

saran-saran dan kata penutup.



